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GUBERNUR SULAWESI TENGAH 

 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH 
 

NOMOR   22  TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  

TAHUN 2022-2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur 

konsisten dan berkelanjutan, diperlukan sebuah Road Map 

Reformasi Birokrasi dalam kerangka perencanaan strategis 

tingkat daerah yang mendukung dan selaras dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah;  

  b.  bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 

2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, 

Pemerintah Daerah perlu menetapkan Road Map Reformasi 

Birokrasi;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-

2026; 

Mengingat    :   1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6567); 

 

 

3. Undang-Undang . . . 

 

 

 SALINAN 
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6777); 

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 135 Tahun 2018 tentang 

Percepatan Pelaksana Reformasi Borokrasi di Lingkungan 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 163); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Borokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan   : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP 

REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2026. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi tengah. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi sebagai pelaksana 

fungsi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

4. Unit Kerja Perangkat Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis 

Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkup Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Tengah. 

5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah. 

6. Road Map adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang 

menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam 

kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. 

7. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional 

Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan 

dilakukan setiap 5 (lima) tahun mendatang. 

8. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi adalah 

Rencana Kerja Rinci dan berkelanjutan yang 

menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026. 

 

9. Reformasi . . . 
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9. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi  

dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan 

terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongret, 

realistis, berpikir, di luar kebiasaan yang ada, perubahan 

paradigm, dan dengan upaya luar biasa. 

10. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk 

yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi 

nasional untuk kurun waktu 2010-2025. 

11. Quick wins adalah salah satu langkah inisiatif yang mudah 

dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu 

program dalam reformasi birokrasi terutama yang berkaitan 

dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, 

serta peningkatan pelayanan publik. 

12. Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi/ wilayah 

birokrasi bersih melayani adalah penentuan satu unit 

tertentu yang melaksanakan reformasi birokrasi secara 

menyeluruh sebagai panutan bagi unit kerja lainnya. 

13. Rencana Aksi adalah langkah-langkah  rinci yang diambil 

untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek. 

14. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam 

rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 

yang lebih pendek dari tujuan. 

15. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan 

terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh 

satu atau beberapa unit organisasi ataupun dalam rangka 

kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran 

tertentu. 

16. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang 

dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan 

program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan 

sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan 

tertentu. 

17. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang 

telah ditetapkan. 

18. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan 

pelaksanaan program kegiatan, mengindentifikasi serta 

mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan 

timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin. 

19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan 

realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil 

(outcome) terhadap rencana dan standar. 

 

 

 

 

Pasal 2 . . . 
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Pasal 2 

 

(1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi disusun 

dengan sistematika sebagai berikut: 

a. pendahuluan; 

b. evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 

c. analisis Lingkungan Strategis; 

d. sasaran dan Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 

e. manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan 

f. penutup. 

(2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

 

 

Pasal 3 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi 

Tengah. 

 

        Ditetapkan di Palu 

        pada tanggal 20 Juni 2022 

 
GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

 

                              ttd 
 

RUSDY MASTURA 
 
Diundangkan di Palu 

pada tanggal 20 Juni 2022 

 

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

            SULAWESI TENGAH, 

 

                        ttd 

 

     DR.H. RUDI DEWANTO, SE.,MM 

 BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 825 

 Salinan sesuai dengan aslinya 

            KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 

          Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH 

               Pembina Utama Muda 

        Nip. 19780525 199703 1 001 

 


















































































































































